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Menimbang

Mengingat

'BUPATI KEPULAUAN TALAUD |
PROVINSI SULAWESI UTARA

!
h

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

)

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia: Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 5587) tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;

. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1085 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); y «



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 YTahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
Undang-Undang  Nomor 28" Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentulzan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ﬂ

&



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); )

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ' tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574); 9 o



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaiména telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; y((



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah; ¢

07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dderah;

28. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 256 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Talaud Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01,Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2
Tahun 2(515 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DE“;'AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DAN
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban peléksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat :
g0



. Laporan Realisasi Anggaran;

o P

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

. Neraca; ¢

o e)

. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah. ‘
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :-

a. Pendapatan ‘ Rp 681.515.013.060,00
b. Belanja Rp 629.091.838.600,00
c. Transfer Rp 56.876.583.400,00

d. Surplus/Defisit » Rp  (4.453.408.940,00)

e. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 91.064.182.824,00

- Pengeluaran’ Rp 20.121.900.710,00
- Pembiayaan Netto Rp 70.942.282.114,00
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp10.238.717.620,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 691.753.730.680,00
b. Realisasi Rp 681.515.013.060,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 10.238.717.620,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp72.924.556.529,72

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 702.016.395.129,72
b. Realisasi : Rp 629.091.838.600,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 72.924.556.529,72

A



(4)

(6)

(7)

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp106.424.651,28

dengan rincian sebagai berikut : ‘

a. Ariggaran transfer setelah perubahan Rp 56.983.008.051,28
b. Realisasi Rp 56.876.583.400,00
Selisih lebih/({kurang) Rp 106.424.651,28

Selisih  anggaran  dengan  realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp(62.792.263.561,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp (67.245.672.501,00)

b. Realisasi Rp  (4.453.408.940,00]
Selisih lebih/(kurang) Rp 62.792.263.561,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 91.064.182.824,00
b. Realisasi Rp 91.064.182.824,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumiah
Rp3.696.609.613,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
. Rp 23.818.510.323,00
b. Realisasi Rp 20.121.900.710,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 3.696.609.613,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp(3.696.609.613,00) de@gan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 67.245.672.501,00

b. Realisasi Rp 70.942.282.1 1_4,@
Selisih lebih/(kurang) Rp (3.696.609.613,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal

1 huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015
sebagai berikut : g i



a. Saldo anggaran lebih awal Rp 91.064.182.824,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaaan tahun berjalan
Rp 91.064.182.824,00
Sub total Rp 0,00
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA)
Rp 66.488.873.174,00

Sub total Rp 66.488.873.174,00

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00

e. Lain-Lain Rp 0,00

f.  Saldo anggaran lebih akhir ) Rp 66.488.873.174,00
Pasal §

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf ¢ per 31 Desember Tahun

2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset ' Rp 968.033.367.647,76

b. Jumlah kewajiban Rp 26.470.343.321,96

c. Jumlah ekuitas Rp 941.563.024.325,80
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 695.160.639.331,00

b. Beban Rp 591.863.068.566,00

c. Surplus/defisit dari operasi Rp 133.297.570.764,91

d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp (91.402.210,00)

e. Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp (342.829.900,00)

f. Surplus/defisit - LO ' Rp 132.863.338.654,91
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015; Rp 101.302.647.538,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi “ Rp 184.920.403.786,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan

Rp (189.373.812.726,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (20.121.900.710,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 3.609.227.349,00
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f.

Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015 Rp 82.503.945.004,00

Pasal 8

Laporan Perubanan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai

berikut :

a. Ekuitas awal Rp 1.284.652.043.127,94
b. Surplus/defisit - LO Rp 132.863.338.654,91
c. Koreksi nilai persediaan Rp 0,00
d. Selisih revaluasi aset tetap ~ Rp 0,00
e. Koreksi ekuitas lainnya "Rp (475.952.357.457,05)
f. Ekuitas akhir Rp 941.563.024.325,80

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g

Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos — pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.

Lampiran [

: Laporan Realisasi Anggaran ;

ALampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

Lampiran 1.2 :

Lampiran 1.3

-Lampiran 1.4 :

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja

dan pembiayaan,

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara,

. Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
. Daftar piutang daerah ;
. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

. Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

I



Lampiran [.9 :

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum .diselesaikan sampai

Lampiran I.11 :

Lampiran 1.12

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. LampiranV

f.  Lampiran VI

g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII :

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L); '

Daftar dana cadangan daerah;

. Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

: Neréca;

: Laporan Arus Kas;

. Laporan Operasional;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
. Laporan Perubahan Ekuitas;

- Catatan atas Laporan Keuangan; dan

[khtisar laporan keuang.an Badan Usaha Milik Daerah.
Pasal 11

Bupati Kepulauém Talaud menetapkan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan

Kepulauan Talaud.

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Paraf Koordinasi

Ditetapkan di Melonguane

Sekretaris Daerah

Asisten Adm. dan Umum

hpada tanggal 19 Agustus 2016
BUPATI KEPULAUAN TALAUD, \/

Kepala Dinas PPKAD

Kabag. Hukum & HAM

Sekretaris Dinas PPKAD

N he R

Kabid Akuntansi DPPKAD

}?.

VRI WAHYUMI MARIA MANALIP

/

Kasie. Penyusunan LKPD ! /{

Nomor Register Peraturan Daerah Kab. Kepl. Talaud Provinsi Sulawesi Utara

Nomor 7 Tahun 2016



BUPATI KEPULAUAN TALAUD .
PROVINSI SULAWESI UTARA

1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI:ANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Mengingat

1.

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ©6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); )Q



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 *Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); )

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574); ){, |



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan  dan Pengawasan atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor '4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahﬁn 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Q



06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah;

07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dderah;

28. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 256 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2015 dan '_Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Talaud Tentang Penj‘gbaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01,Seri E};

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
_ DAN
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat :
V '



a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca, : . ‘
d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Pendapatan Rp 681.515.013.060,00
Belanja ' Rp 629.091.838.600,00
Transfer Rp_ 56.876.583.400,00
-Surplus/Defisit Rp  (4.453.408.940,00)
Pembiayaan

- Penerimaan . Rp 91.064.182.824,00
- Pengeluaran Rp 20.121.900.710,00
- Pembiayaan Netto Rp 70.942.282.114.00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasli? Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp10.238.717.620,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 691.753.730.680,00

b. Realisasi Rp 681.515.013.060,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 10.238.717.620,00

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp72.924.556.529,72

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 702.016.395.129,72

b. Realisasi Rp 629.091.838.600,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 72.924.556.529,72




(3)

(6)

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp106.424.651,28

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer setelah perubahan Rp 56.983.008.051,28
b. Realisasi Rp 56.876.583.400,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 106.424.651,28

Selisih  anggaran  dengan  realisasi  surplus/defisit  sejumlah

Rp(62.792.263.561,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp (67.245.672.501,00)

b. Realisasi Rp _ (4.453.408.940,00)
Selisih lebih/(kurang) Rp 62.792.263.561,00

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian s¢bagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp 91.064.182.824,00
b. Realisasi Rp 91.064.182.824,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp3.696.609.613,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
‘ Rp 23.818.510.323,00
b. Realisasi Rp 20.121.900.710,00
Selisih lebih / (kurang) Rp 3.696.609.613,00

Selisih  anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp(3.696.609.613,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 67.245.672.501,00

b. Realisasi Rp 70.942.282.114,00
Selisih lebih /(kurang) Rp (3.696.609.613,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal

1 huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015

sebagai berikut :

ﬁ.



a. Saldo anggaran lebih awal Rp 91.064.182.824,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaaan tahun berjalan

Rp.91.064.182.824,00

Sub total Rp 0,00

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
Rp 66.488.873.174,00

Sub total Rp 66.488.873.174,00

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00

e. Lain-Lain - Rp 0,00

f, Saldo anggaran lebih akhir ' Rp 66.488.873.174,00
Pasal S

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun

2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset ‘ Rp 968.033.367.647,76

b. Jumlah kewajiban Rp 26.470.343.321,96

c. Jumlah ekuitas Rp 941.563.024.325,380
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 695.160.639.331,00

b. Beban Rp 591.863.068.566,00

c. Surplus/defisit dari operasi Rp 133.297.570.764,91

d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp (91.402.210,00)

e. Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp (342.829.900,00)

f. Surplus/defisit — LO Rp 132.863.338.654,91
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufe untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015 Rp 101.302.647.538,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 184.920.403.786,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan

Rp (189.373.812.726,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp (20.121.900.710,00)

=

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 3.609.227.349,00 %



f  Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015 Rp 82.503.945.004,00
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f

untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai

b

berikut :

a. Ekuitas awal Rp 1.284.652.043.127,94
b. Surplus/defisit - LO Rp 132.863.338.654,91
c. Koreksi nilai persediaan Rp 0,00
d. Selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00
e. Koreksi ekuitas lainnya ' Rp (475.952.357.457,05)
f. Ekuitas akhir Rp 941.563.024.325,80

Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g
Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos — pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a. Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran ;

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran [.2 : Rincian Laporan Realisasi_Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerabh, orga;nisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran [.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan,

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;

Lampiran .6 : Daftar piutang daerah ;

Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;
’Q’ .



Lampiran 1.9

. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lainnya;

Lampiran .10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum. diselesaikan sampai

Lampiran .11 :

Lampiran [.12

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. LampiranV

f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L); '

Daftar dana cadangan daerah;

. Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

: Neraca,;

: Laporan Arus Kas;

: Laporan Operasional;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
. Laporan Perubahan Ekuitas;

. Catatan atas Laporan Keuangan; dan

. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Bupati Kepulauan Talaud menetapkan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan

Kepulauan Talaud.

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Melonguane
Qpada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, \/

QSRI WAHYUMI MARIA MANALIP

Nomor Register Peraturan Daerah Kab. Kepl. Talaud Provinsi Sulawesi Utara

Nomor 7 Tahun 2016



